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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problem perwakafan di Provinsi 

Lampung serta bagaimana membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia 

dengan pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Riset ini 

termasuk riset lapangan, datanya didapat dari BWI Lampung serta akademisi. Penelitian 

ini menemukan bahwa problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen 

pengelolaan wakaf belum sehat, minimnya sosialisasi dan literasi wakaf, kurangnya kompetensi 

sumber daya nazhir dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih 

rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf belum maksimal dan belum 

mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu dibangun tata kelola perwakafan yang 

modern dengan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan hukum wakaf yakni UU No.41 

Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian, 

peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan profesionalisme nazir akan mampu 

mengembangkan dan memberdayakan wakaf menjadi lebih produktif, sekaligus mengalihkan 

usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, 

wisata halal, dan lainnya. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya wakaf 

modern yang dipercaya publik. 

 

Kata Kunci: Pembaruan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Wakaf 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pengelolaan wakaf di Indonesia berlum berjalan secara tertib dan efektif. Hal itu dapat 

dilihat dari masih adanya problem pengelolaan wakaf di masyarakat, seperti aset wakaf yang 

tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlebih dikembangkan dari tradisional menjadi 

kearah produktif. Selain itu, problem perwakafan di tanah juga karena pengelolaan harta 

wakaf oleh nazhir yang kurang profesional sehingga wakaf belum mampu mewujudkan 

kesejahteraan umat. Ditambah karena pembinaan dan pengawasan belum optimal sehingga 

wakaf belum berhasil mendongkrak ekonomi umat (Suyani, 2026). Padahal, wakaf 

mengalami perkembagan yang signifikan di Indonesia, bahkan jumlahnya selalu tumbuh tiap 

tahun. Dalam data di Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf sudah 

mencapai 440,5 ribu titik. Tidak hanya itu, potensi wakaf uang di Indonesia juga sangat besar, 
bahkan BWI mencatat perolehan wakaf uang mencapai Rp.1,4 triliun. Angka ini naik 

disbanding dengan perolehan wakaf uang sepanjang 2018-2021 yakni sebesari Rp.855 miliar 

(BWI, 2023).  

 

Besarnya perolehan wakaf tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi jika tata 

kelola perwakafan semakin modern, akuntabel dan menjalankan prinsip-prinsip good 

governance (Rudi Santoso, 2021). Sejalan dengan konsep Islam, salah satu ibadah dalam 

bentuk pengorbanan harta salah satunya adalah wakaf. Wakaf termasuk tema dalam KHI 
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bersama dengan hukum perkawinan dan kewarisan (Fathul Mu‘in, 2023). Dalam 

Islam, wakaf memiliki arti melepaskan harta yang tujuannya hanya untuk kepentingan Islam 

serta untuk kemanusiaan. Setidaknya ada tiga ciri dari wakaf yaitu bersifat abadi, tidak bisa 

dibatalkan dan yang terakhir adalah tidak bisa dicabut. Wakaf berbeda dengan kewarisan, 

peruntukannya tidak berdasarkan nasab, serta berbeda dengan zakat (Nurasari, 2021). Wakaf 

sangat strategis karena memiliki pengaruh pada peningkatan ekonomi umat (Ahmad 

Muhammad Al-Assal, 1999). Dalam pengelolaan setiap kebaikan perlu dilakukan dengan 

kerjasama (Efa Rodiah Nur, 2023). Wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia karena 

peranannya sangat luar biasa dalam pemberdayaan umat.  

 

Indonesia membentuk UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengatur 

perwakafan di tanah air. Regulasi ini diterbitkan dalam rangka untuk mengakomodasi 

permasalahan wakaf supaya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, agar 

wakaf berkembang maka perlu dikelola dengan baik dan modern, tentunya dengan tetap 

berpedoman pada nilai-nilai agama dan terkoordinasi oleh BWI. Namun, pada prakteknya 

memang belum sepenuhnya tertib dan efisien (Ghazali Abdul Rahman, 2010) karena 

disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain karena kurangnya sosialisasi undang-undang 

perwakafan serta peraturan perundang-undangan yang kurang responsif terhadap 

perkembangan zaman. Selain itu, para pejabat teknis wakaf belum memiliki persepsi yang 

sama dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Kemudian, sebagaian nazhir juga 

belum profesional. Padahal peran nazhir sangat penting dalam pemberdayaan wakaf. 

Transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan wakaf lebih 

kuat dan berdampak positif pada peningkatan ekonomi umat. 

 

Problematika perwakafan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung 

dan Sumatera Selatan. Di Lampung misalnya, kasus wakaf terjadi di banyak tempat. Di 

Bandar Lampung, masyarakat terlibat keributan gara-gara tanah wakaf. Kemudian sengketa 

wakaf antara warga Labuhan Ratu dengan salah satu perguruan tinggi.  Di Kabupaten 

Lampung Tengah juga ada warga yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun masjid. 

Namun, ahli waris atau anak dari wakif menginginkan lokasinya dibangun sekolah sehingga 

terjadilah sengketa. Ada juga sengketa wakaf antara warga dengan ormas. 

 

Ada beberapa penelitian serupa dengan pembahasan ini. Misalnya, artikel Ibrahim 

Siregar berjudul ―Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia‖. Penelitian ini 

mengungkapkan paradigma wakaf mengalami perubahan dan lebih progresif dan puncaknya 

adalah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pembaruan hukum wakaf disini baru 

sebatas dari fikih kepada UU tersebut, tidak lebih dari itu. Sedangkan dalam penelitian ini 

pembaruan terhadap undang-undang wakaf yang sudah ada. Kajian lainnya ditulis 

Mohammad Tahir Sabit Mohammad berjudul ―A Proposal for A New Comprehensive Waqf 

Law in Malaysia‖. Penelitian ini mengusulkan amandemen terhadap undang-undang wakaf di 

Malaysia. Namun penelitian ini tidak menjelaskan tata cara amandemennya. Artikel lainnya 

ditulis Wawan Hermawan berjudul ―Politik hukum wakaf di Indonesia‖. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa UU wakaf yang sudah ada merupakan bentuk dari pemerintah yang 

serius dalam mengembangkan wakaf. Namun, artikel ini belum menjelaskan politik hukum 

dalam pembaruan hukum wakaf. 

 

Kemudian penelitian Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif dkk, berjudul ―Reforming Waqf 

Law in The Federal Territories: A Study on Legal Issues and Challenges‖. Penelitian ini 

menjelaskan urusan wakaf diatur oleh Undang-Undang Administrasi Keagamaan Islam 
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(wilayah Federal) tahun 1993 telah menimbulkan berbagai permasalahan. Namun, artikel ini 

belum secara komprehensif model undang-undang wakaf seperti apa yang pas untuk 

digunakan di wilayah federal. Sehingga menjadi penting bagi penulis untuk melakukan riset 

lebih mendalam, ditambah pentingnya pembaruan hukum wakaf berdasarkan temuan empirik 

dari problem wakaf di dua provinsi di Sumatera sehingga berkontribusi dalam penyelesaian 

problem wakaf nasional. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, datanya diperoleh dari 

Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Datanya dikumpulkan menggunakan metode 

observasi, interview dan dokumentasi. Interview peneliti lakukan dengan pengurus BWI 

Lampung serta dosen UIN Raden Intan Lampung. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

 

Wakaf secara terminology memiliki makna berhenti atau menahan (Usman Suparman, 

1993). Sedangkan berdasarkan istilah wakaf yaitu penghentian perpindahan hak milik atas 

harta yang bermanfaat serta tahan lama untuk digunakan demi kepentingan umum dan sesuai 

dengan syariat. Abi Yahya Zakaria Al-anshari berpendapat, wakaf merupakan menahan harta 

untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak haram atau melarang syariat.  

Selain itu wakaf juga merupakan sebuah penetapan yang bersifat abadi untuk diambil 

manfaatnya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf merupakan menahan benda 

untuk dipergunakan manfaatnya dalam rangka kebaikan. Sesuai dengan pengertian wakaf 

maka pihak yang memiliki harta terssebut tidak lepas dari pada wakif (M Attoillah, 2014). 

 

Imam mazhab lainnya, Imam Maliki berpendapat, wakaf bukanlan melepas harta yang 

diwakafkan, melainkan mencegah wakif melakukan kegiatan yang bisa melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif memiliki kewajban 

menginfakkan manfaatnya. Sedangkan berdasarkan mazhab Syafi‘i dan Hambali, wakaf yaitu 

melepas harta yang diwakafkan setelah sempurna prosedur perwakafan. Sementara wakfi 

tidak diperbolehkan melakukan sesuatu terhadap harta yang diwakafkan tersebut. Maka dari 

itu, mazhab Syafii mendefinikan wakaf adalah: ‗Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu 

benda, yang bersetatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada 

suatu kebajikan (sosial)‖.  

 

Sedangkan di Indonesia, wakaf diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 tengang wakaf. 

Berdasarkan regulasi ini, wakaf adalah perbuatan hukum wakafi dalam rangka memisahkan 

atau menyerahkan harta untuk kemudian diambil manfaatnya untuk ibadah atau untuk 

kesejahteraan umum berdasarkan ketentuan Islam. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia atau 

BWI adalah otoritas wakaf memberikan bimbingan dan pengawasan kepada nazhir dalam 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara internasional, menyetujui nama dan status 

harta wakaf, serta memberikan nasihat dan pertimbangan. pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan di bidang wakaf. Perlunya BWI bermula dari kenyataan bahwa wakaf benar-benar 

ada dan tumbuh di masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat tanpa campur tangan 

pemerintah yang dapat membina dan memantau pelaksanaan wakaf. Undang-undang wakaf 

di Indonesia  

 

2. Problematika Perwakafan di Provinsi Lampung  

 

BWI Provinsi Lampung merupakan lembaga yang berwenang dalam memajukan 

wakaf yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat. BWI Lampung telah mengelola wakaf 
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uang sekitar Rp. 275,000,000. Untuk wakaf tanah tersebar di 14.165 titik dengan jumlah luas 

keseluruhan 5.877,92 hektar belum diproduktifkan karena belum memadainya SDM para 

nazhir. Wakaf tanah umumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, 

sekolah, dan kuburan. Namun, dalam perjalanannya, Pengelolaan wakaf di Provinsi Lampung 

menghadapi sejumlah problem. Baik wakaf tanah maupun wakaf secara produktif. Akibat 

kendala tersebut membuat wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka 

memberdayakan ekonomi umat. 

 

Problematika perwakafan di Lampung antara lain sebagai berikut: Pertama, 

manajemen pengelolaan belum maksimal Manajemen pengelolaan wakaf di Provinsi 

Lampung saat ini sudah relatif baik, namun belum maksimal sehingga mengakibatkan sebagian 

harta wakaf yang terlantar. Penyebabnya karena sebagian besar umat Islam adalah 

mewakafkan tanah maupun maupun harta lainnya secara tradisional. Selain itu, pengelola 

wakaf atau nazir yang kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang wakaf (Firman 

Muntaqo, 2015). Minimnya peran wakaf dalam memperkuat perekonomian nasional Provinsi 

Lampung disebabkan wakaf belum dikelola secara produktif secara maksimal. Maka dari itu, 

perlu perspektif baru dalam pengelolaan wakaf agar lebih modern dan berdampak pada 

kesejahteraan ekonomi umat. Wakaf harus dikelola secara efektif dengan manajemen modern. 

 

Kedua, sosialisasi belum massif. Masyarakat secara umum belum memiliki 

pemahaman yang baik terhadap wakaf, mulai dari pengertian, syarat dan rukun wakaf, serta 

undang-undang wakaf. Pemahaman terhadap ketentuan ini padahal sangat penting sehingga 

selain sah menurut syariah dan undang-undang di Indonesia, wakaf juga bisa sejalan dengan 

tujuannya yakni kesejahteraan ekonomi umat.  Ketiga, pemahaman dan komitmen nazhir. 

Pemahaman dan komitmen Nazhir juga berpengaruh pada optimalisasi wakaf di Provinsi 

Lampung. Dengan pemahaman yang baik dan komitmen tinggi maka para nazhir bisa 

mengembangkan potensi wakaf. Objek wakaf yang bisa dikembangkan adalah meliputi benda 

bergerak yakni uang, logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain seperti kendaraan 

maupun hak kekayaan intelektual. Sedangkan benda wakaf adalah segala benda, baik 

bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan 

bernilai menurut ajaran Islam. Jumlah aset wakaf di Provinsi Lampung sangat besar, akan 

tetapi potensi  ini belum dapat memberi peran maksimal dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat. 

 

Nazir merupakan unsur penting di dalam wakaf. Karena, berfungsi atau tidaknya 

wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya telah 

berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang 

profesional. Wakaf di Provinsi Lampung dikelola nazir yang belum memiliki pemahaman 

yang cukup serta profesionalismenya masih kurang. Maka dari itu, nazir harus memiliki 

kreativitas dan mampu mengelola wakaf produktif agar lebih berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan umat. Sebagian nazhir juga kurang amanah dan justru tidak berhasil 

melindungi harta wakaf. Padahal, peran nazhir sangat sentral dalam pemberdayaan wakaf. 

Nadzir memiliki kewajiban pengabdimistrasian yang bagus dan rapih, mengawasi dan 

melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu 

perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nadzir.  

 

Keempat, pengawasan masih lemah. Padahal, pengawasan penting dilakukan, karena 

selama ini wakaf masih kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, ada harta 

wakaf yang telantar dan bahkan ada yang hilang (Tuti A. Najib, 2006). Setidaknya ada dua 
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bentuk pengawasan yang perlu dilakukan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan 

pengawasan pemerintah yang kompeten. Biasanya, penyebab hilangnya harta wakaf karena 

control yang lemah. Pengawasan wakaf sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan 

ayat (3), menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mempertimbangkan saran 

dan masukan dari MUI serta perlu menggunakan akuntan publik. Problem perwakafan di 

Provinsi Lampung tersebut sudah lama terjadi dan menimbulkan konflik di masyarakat yang 

berakibat pada pengelolaan wakaf belum maksimal. Untuk itu, perlu dicarikan solusi dalam 

menyelesaikan problem dan konflik tersebut agar wakaf di Provinsi Lampung semakin 

produktif dan mampu memberdayakan ekonomi umat Islam di Provinsi Lampung.  

 

3. Pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian 

Problematika Perwakafan Modern  

Penyelesaian terhadap problematika perwakafan bisa dilakukan dengan membangun 

tata kelola perwakafan dengan langkah-langkah serius dan menyeluruh agar fungsi wakaf 

untuk menyejahterakan ekonomi umat bisa terwujud. Langkah-langkah yang harus dilakukan 

dengan pembaruan hukum wakaf. Wakaf telah diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, PP No. 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, KHI, 

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendaftaran Wakaf Tunai, 

Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai dan Peraturan 

BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Tunai. Selain itu juga 

dikuatkan dengan Fatwa MUI. 

 

Pengaturan wakaf yang ada dalam regulasi tersebut sudah cukup baik dalam rangka 

optimalisasi wakaf di Indonesia. Akan tetapi belum semuanya dijalankan sehingga 

pendapatan dan penyaluran wakaf di Indonesia belum mampu menyejahterakan 

perekonomian umat Islam. Tata kelola perkafan di Indonesia juga masih belum efektif dan 

efisien sehingga tujuan mulia dari wakaf belum sepenuhnya terealisasi. Untuk itu perlu 

dibangun tata kelola perwakafan di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan umat. 

 

Tata kelola perwakafan di Indonesia merupakan bagian penting dalam pengelolaan 

kekayaan dan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa perwakafan dijalankan dengan 

efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal perwakafan. Berdasarkan pada 

problematika perwakafan di Indonesia tersebut di atas, maka perlu adanya strategi 

membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Salah 

satu langkah awal dalam membangun tata kelola perwakafan yang baik dan modern adalah 

memastikan bahwa perwakafan diatur oleh hukum dan regulasi yang jelas. 

 

Pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur 

perwakafan, termasuk prosedur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan perwakafan. 

Penguatan hukum wakaf di Indonesia adalah suatu upaya untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memfasilitasi wakaf sebagai instrumen sosial, ekonomi, dan 

keagamaan yang penting dalam masyarakat. Wakaf adalah praktik memberikan harta atau 

aset kepada tujuan amal atau keagamaan dalam Islam.  

 

Upaya penguatan hukum wakaf di Indonesia dilakukan dengan melakukan revisi atau 

pembaruan hukum wakaf. karena, undang-undang wakaf yang ada sebagian pasalnya sudah 

kurang relevan lagi dengan kondisi hari ini, terlebih kemajuan teknologi yang tidak bisa 

dibendung. Selain undang-undang, terdapat peraturan-peraturan pelaksanaan yang 
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mendukung pelaksanaan wakaf, seperti peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset 

wakaf. undang-undang wakaf perlu dikaji uang. Perlu juga dibangun kerjasama dengan 

berbagai pihak, antara lain BWI, kemenag maupun lembaga-lembaga wakaf. dengan 

kerjasama itu akan menguatkan dalam hal perbaikan kebijakan wakaf agar kedepan wakaf 

benar-benar lebih modern dan produktif. 

 

Pembaruan hukum wakaf juga harus memuat tentang penguatan Kelembagaan Nazir. 

Dalam prakteknya wakaf dalam kehidupan masyarakat Indonesia belumlah tertib dan 

berkontribusi dalam peningkatan ekonomi umat. Masih adanya masalah yang muncul antara 

lain disebabkan karena kurangnya profesionalisme nazir dalam mengembangkan wakaf. 

Pengelola wakaf juga perlu dilakukan pembinaan serta pengawasan agar lebih hati-hati, 

karena salah satu keberhasilan wakaf terletak pada tangan nazir. Nazir harus bergeser dari 

cara-cara tradisional menjadi berbasis produktif. Karena, wakaf produktif selain tetap 

berpedoman pada prinsip-prinsip syariah juga menekankan pada kemanfaatan dari sisi 

ekonomis dan pemberdayaan (Purnomo, 2019).  

 

Wakaf produktif dalam konsepnya adalah menciptakan pengelolaan wakaf yang 

memberikan efek sustainable atau keberlanjutan. Wakaf produktif yakni wakaf yang 

diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih menguntungkan, seperti misalnya 

adalah untuk kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan, perdagangan, jasa, usaha pertanian 

maupun lainnya. Wakaf produktif adalah sebuah skema dalam pengelolaan wakaf dari umat 

Islam untuk kemudian diproduktifkan sehingga mampu menghasilkan surplus dan terus 

berlanjut. Untuk kearah wakaf produktif maka BWI perlu memberikan pemahaman kepada 

nazir dengan pelatihan maupun pemagangan. Karena BWI adalah lembaga independen yang 

bekewajiban memajukan wakaf di tanah air antara lain dengan cara penguatan nazir. Nazir 

perlu menjadi profesi utama, jangan hanya sebagai sampingan. BWI juga perlu membentuk 

pendidikan nazir yanf formal sehingga lahir nazir yang profesional. 

 

Pembaruan hukum wakaf juga meliputi tentang transparansi dan akuntabilitas. Wakaf 

merupakan konsep filantropi dalam Islam, di mana seseorang atau lembaga mendedikasikan 

aset atau kekayaan mereka untuk kepentingan umum. Wakaf memiliki potensi besar untuk 

membantu masyarakat dan memecahkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif wakaf, 

transparansi adalah kunci. Transparansi dalam wakaf mengacu pada kebijakan dan praktik 

yang melibatkan pembukaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana 

dana wakaf dikumpulkan, diinvestasikan, dan digunakan. Inilah mengapa transparansi dalam 

wakaf sangat penting. 

 

Transparansi membangun kepercayaan publik terhadap institusi wakaf. Ketika donatur 

dan masyarakat tahu bahwa dana wakaf digunakan dengan benar dan efisien, mereka 

cenderung lebih termotivasi untuk mendukungnya. Dengan transparansi, institusi wakaf harus 

lebih akuntabel terhadap pendukung dan penerima manfaat. Mereka harus melaporkan secara 

berkala bagaimana dana wakaf digunakan dan hasil yang telah dicapai. Informasi transparan 

memungkinkan institusi wakaf untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan 

dana. Mereka dapat mengevaluasi kinerja investasi mereka dan memastikan bahwa dana 

dialokasikan dengan benar sesuai dengan misi mereka. 

 

Melalui transparansi, institusi wakaf dapat lebih efektif mengukur dampak sosial dari 

proyek dan program yang mereka jalankan. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan 
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program yang berhasil dan mengoreksi yang tidak berhasil. Ketika masyarakat tahu bahwa 

dana wakaf digunakan secara transparan dan efisien, mereka cenderung lebih terlibat dan 

peduli dengan program wakaf. Mereka mungkin juga lebih mungkin untuk mendukung upaya 

wakaf dengan sumbangan tambahan.  

 

Untuk mencapai tingkat transparansi yang optimal dalam wakaf, institusi wakaf perlu 

mematuhi praktik terbaik dan standar akuntansi yang relevan. Mereka juga harus secara 

teratur memberikan laporan keuangan dan dampak kepada publik. Selain itu, teknologi 

modern, seperti platform daring dan blockchain, dapat digunakan untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam wakaf. Dalam konteks wakaf, transparansi adalah 

fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan filantropi Islam lebih kuat dan 

berdampak.  

 

Semakin banyak institusi wakaf yang mengadopsi praktik transparansi yang baik, 

semakin besar potensi wakaf untuk membantu masyarakat dan memajukan kesejahteraan 

umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola 

perwakafan. Organisasi perwakafan harus menjalankan praktik-praktik yang mengutamakan 

transparansi dalam pengelolaan dana perwakafan, termasuk penyediaan laporan keuangan 

yang terperinci kepada publik. Transparansi merupakan bagian dari pengelolaan aset 

perwakafan yang rofesional. Sebab, hal ini termasuk pengelolaan investasi yang cerdas dan 

etis untuk memastikan dana perwakafan tumbuh dengan baik. Para pengurus perwakafan juga 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan 

dan investasi. 

 

Pembaruan hukum wakaf juga memuat tentang pengawasan dan pelibatan 

masyarakat. Mendirikan lembaga pengawas independen yang memantau kegiatan perwakafan 

dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan menjamin bahwa perwakafan 

beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membangun tata kelola perwakafan yang 

baik juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang peran perwakafan 

dalam masyarakat. Program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu memotivasi 

individu dan organisasi untuk mendukung perwakafan. 

 

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perwakafan dapat 

meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ini dapat mencakup konsultasi publik 

dan partisipasi dalam program-program perwakafan. Organisasi perwakafan harus 

mengadakan pelaporan rutin dan mengevaluasi kinerja mereka terhadap tujuan-tujuan 

perwakafan. Ini membantu memastikan bahwa perwakafan tetap bergerak menuju tujuan 

mereka. Dalam membangun tata kelola perwakafan Indonesia yang kuat, penting untuk 

mengutamakan integritas, transparansi, dan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. 

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perwakafan dapat menjadi alat yang efektif untuk 

mendorong perkembangan sosial dan kemanusiaan di Indonesia (Zaidah, 2012). Maka dari 

itu, hukum wakaf perlu dilakukan pembaruan (Ulin Na‘mah, 2022). Pasal-pasal yang sudah 

tidak relevan dengan zaman ini perlu direvisi seiring pesatnya kemajuan teknologi sehingga 

wakaf juga perlu dengan digitalisasi.  

 

Revisi terhadap regulasi ini penting karena undang-undang wakaf sudah 20 tahun 

tidak diperbaharui. Pembaruan hukum wakaf dilakukan dengan mengkonstruksi ulang 

mengenai bangunan hukum di Indonesia yang sudah mapan yang dianggap sudah mapan, 

sakral, dan abadi anti perubahan dan perbaikan. Padahal sesungguhnya, setiap yang 
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diciptakan oleh oleh manusia pastilah tidak terlepas dari khilaf. Sehingga, setiap yang 

dihadirkan oleh manusia dan berpotensi terdapat kesalahan bisa dilakukan perubahan sesuai 

dengan waktu dan kemaslahatan oleh masyarakat pada zamannya masing-masing. Revisi atau 

pembaruan terhadap hukum wakaf tentu bertujuan agar ajaran yang bersumber dari Allah dan 

Rasul ini tetap bisa diterima oleh masyarakat modern. Pembarua guna mengembalikan 

kontekstualitas dan aktualitas hukum Islam serta dalam rangka menjembatani antara ajaran 

teoretis yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid 

dengan kebutuhan umat Islam di zaman ini. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
 

Problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen pengelolaan wakaf 

belum sehat karena masih tradisional, belum sepenuhnya produktif. Kemudian, masih 

minimnya sosialisasi dan literasi wakaf. Saat ini, umat Islam masih lebih mengenal zakat 

dengan lembaga Baznas ketimbang wakaf dengan BWI. Problem lainnya adalah kurangnya 

kompetensi sumber daya nazhir. Problem selanjutnya dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan 

wakaf di dua provinsi tersebut belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi 

umat. Sehingga perlu tata kelola perwakafan yang modern dengan sejumlah langkah. 

Pertama, melakukan penguatan hukum wakaf melalui pembaruan UU No.41 Tahun 2004 

tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Kedua, peningkatan 

profesionalisme nazhir. Dengan nazhir profesional bisa mengembangkan wakaf tunai 

sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, 

seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Karena wakaf produktif menekankan 

pada pemanfaatan secara ekonomis yang lebih menguntungkan dan hasilnya untuk 

peningkatan ekonomi umat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya 

kepercayaan publik dan terakhir adalah pengawasan ketat dengan pelibatan masyarakat. 

Dengan tata kelola wakaf modern maka tujuan wakaf untuk menyejahterakan ekonomi umat 

dapat terwujud. 
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